
SALII[AN

BUPATI MURUI{G RAYA
PROVINSI KALIMANTAT{ TEIIIGAH

PERATURAN BUPATI MURUIiIG RAYA
ITOMOR * TAHUIT 2O2T

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAI{ BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTAHG PEMBERIAIIT TAMBAHAIY PII{GHASILAII PEGAIIIAI NEGERI SIPIL

DI LII{GKUIIIGAIT PEMERINTAH KABUPATEN MURUIVG RAYA

DETTGAIT RAHMAT TUFIAfl YAF{G ffiAHA ESA

Menimbang

BUPATI MURUNG RAYA,

a. bahwa pemerintah daerah dapai rnemberikan tambah.an
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipii berdasarkan,
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemamnrran kerransan daerah:'- _ --'--*^*l- _ --_'__o-_'

tr. bahwa dalam rangka pe&yesuaian anggaran pemerintah
Kabupaten Murung Raya, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap pemberian tambahan penghasilan Pegau'ai Negeri
Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat {2) dan
ayat {3} Peraturan Pemerintah Nomor 1"2 taltun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan
penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

d. trahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da"larn huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnenetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keerrr.pat Atas Feraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai i.iegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya;

Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2QA2 Tentarrg Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
{Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOA Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang*Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +2861;

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahua 2004 Nomor 5, Tambahan l"embaran Negara Republik
Ind"onesia Nomor a355) ;



4. Undaitg-Undar:g i.lomor 33 Tahun 2AA4 tentang Ferimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lem-baran Negara Repubiik Incionesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38i;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2A14
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494|;

6. {-Indang-Llnrlang Nomor 2-3 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2OI4
Iiornor 244, Tambahan Lembaran I\egara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 201 5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z}ru
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OAT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Reputrlik
Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negai"a Republik Indonesia Nc,mor a738i;

8. Feraturan Fresiden Nomor .33 Tahun 2A2A tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 57);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL6 Nomor L14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana teiah diubah
clengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pem*rintah l.Iomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLg Nomor 187, Tambahan Lemtlaran
Negara RepuLrlik indonesia Nomor 6a02j;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6322);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A
tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Ra5ra Nomor 9 Tahun
2A16 tentang Pemtrentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Nornor 38) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 3 Tahun 202fi tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
(Lembaran Daerah Kal:upaten Murung Raya Tahun 2A2O
Nr:mor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 3);



13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 1? Tahun 201,6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2AL6 Nomor 2471
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung
Raya Nomor 34 Tahun 202A tentang Perubahan Ata,s
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2AL6 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya {Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2A2O Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2AL9 tentang
Pakaian Dinas, Apel dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun zAW Nomor 7);

MEMUTUSKAIi[:

Menetapkan : PERATURA$ BUPATI TENTAITG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATUI('AII BUPATI I{OMON 11 TAHU$ 2015 TENTANG
PEMBTRIAN TAMBAHAI{ PEI{GHASILAN PEGAWAI NEGEn,I
SIPIL DI LINGKUNGAI{ PEMERII$TAH I{ABUPATEN MURUIVG
DA\74nlf,r

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Ra.va {Berita Daerah Katrupaten Muning R"aya Tahun 2015
Nomor 199lr, yallg telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 30 Tahun 2Al7 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11
'T'olrrrn Cn1<raiiuri ,.rir tentang Peraberian Tambahan Fenghasilan Fega',','ai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya {Berita Daerah Kabupaten
Murung Ra3ra Tahun 2A17 Nomor 29i;

L,. Nomor 9 Tahun 2OLg tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
1tr Tahun 2015 tentang Peml=rer:ian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipii
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
N4urung Raya Tahun 2O18 Nornor 9); dan

c. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2015 tentang Peml:erian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkullgan Ferrrerintah Kabupaten iv{urung Raya (Berita Daerair Kabupaten
Murung Raya Tahun 2018 Nomor 31),

diubah sebagai berikut :

Ketentuan angka 1, angka 5, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19,
angka 20, angka 21, angka 22, arrgka ?3, angka 25, dan angka 26 Pasal 1

yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, diantara angka L dan angka 2
Pasal 1 disisipkan 2 {dua} angka, yakni angks. 1a dan lb, serta diantara
angka 23 dan angka 24 Pasa1 I disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a
sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

i



Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati Murung Raya ini, yang dimaksu<i ciengan

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegaw,aian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

1a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah
setiap warga Negara Republik Indonesia yang teiah memenuhi syarat
-Yang clitentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa
percobaan sekurang-kurangnya 1 {satu} tahun dan paiing lama 2 (dua)
tahun can digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

I b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutn3ra disingkat
PPPK adaiah \,arga Negar-a Incionesia yang rnemenuhi syarat tertentu,
,vang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu cialam rangka meiaksanakan tugas pemerintahan.

2. Pemerintah lfaerah adaiah Pemerinta-h Da-erah Ka-Lrupaten Murung
Raya"

3" Apel gabungan adalah apel senin yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dengan peserta apel seiuruh PNS dan CPNS, Tenaga Kontrak,
Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Daerah.

4. Apel hari-hari besar/Apel resmi adalah apel yang dilaksanakan oleh
Penierintah Daerah sesuai dengan Kalender l.lasional dan Kalender
Pemerintah Daerah.

5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
TPPNS ariaiah uang yang tiiberikan kepada PNS, CFNS rian PPPK yang
besarannya ditetapkan atas dasar pertimLrangan heban kerja,
kelangkaan profesi, kondisi kerja dan tempat bertugas.

6. Kepaia SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala
Dinas. Badan, Kantor, Direktur RSUD. Inspektur. Camat.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

8. Beianja Pegawai aciaiah Beiada Kompensasi daiam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, CPNS
dan PPPK -yang ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutn-r,a disingkat DPA-SKPD adalah Dokurnen ),ang memuar
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oieh pengguna anggaran.

i0. Pengguna Anggai'air adalah Pejabat pemegafig kew'enangatl penggiinaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
clipimpinnya.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ),ang seianjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

12. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Sang seianjutnSa disingkat PP|K
adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Bendahara Pengeiuaran adalah Pejabat yang ditunjuk untuk rnenerirna,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung
ja'vr,,abkan uang untuk keperluan belanja daerah daiam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.



i4. TPPNS berdasarkan Kelangkaai: Profesi arialah tambahan penghasilan
yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang dalam mengemban
tugasnya memiiiki keterampiian khusus dan iangka {Dokter Spesiaiis,
Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang Jasa).

15. Kondisi kerja adalah tempat kerja atau tempat tugasnya berada pada
lingkungan keqja yang memiliki resiko tinggi {membahayakan
keselamatan jiu'a, rawan kecelakaan, rawan tertular penyakit).

16. Tempat bertugas adalah daerah yang merniliki tingkat kesulitan tinggi
dan da-erah terpencil yang meliputi jarak tempurh, jenis transportasi
yang digunakan, tingkat kemahalan harga setempat, resiko
keselamatan .j i.;,.a dalam perj alanan dan akses kornunikasi.

17. TPPNS berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang beban kerjanya melebihi
beban kerja normal {Sekretaris Daerah, Kepaia SKPD, Eselon ili,
Eselon IV, Eselon V, Fungsional dan Felaksana).

18. Dokter spesialis adalah dokter spesialis yang ditetapkan sesuai dengan
ketentr-r-an ,vang berla-kr-r dan Lrertugas paela- Unit- Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Umum Daerah Furuk Cahu.

19. Dokter Umum/Dokter Gigi adalah Dokter UmumlDokter Gigi yang
harrrrcas ^ada Unit Petraksana Teknis Rumah Sakit Urnum Daerah_v

Puruk Cahu, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, dan
Unit Peiaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.

24. Petugas anastesi adaLah Tenaga Fur:gsional anastesi yarig bertugas
pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Pusat Kesehatan
Masyarakat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.

21. Parameciis aciaiah Tenaga Fungsionai Parameciis yang bertugas pada
Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, Pusat Kesehatan
Masyarakat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.

22. Apoteker aciaiah Tenaga Fungsional apoteker yang bertugas pada
Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Pusat Kesehatan
Masyarakat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pemhantu.

23. Pejabat Fungsional Auditor adala-h jabatan yang mempunyai ruang
Iingkup, tr-r-ga-.s: tanggungjawab d-a-n .qrelvena-ng r-rntuk melaku-kan
pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak
lain yang didalarnn;ra terdapat kepentingan Negara sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yeng diduduki oleh PNS dengan hak
dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejaLrat yang
1-^*,.^- ^.^ -rjgr wc.trctilB,

23a. Pejabat Fungsiclnal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS -yang
diberi tugas, tanggungl'awab, \&,ew,enang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang benvenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan
pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manal'emen
informasi aset.

24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk Permintaan pernbayaran langsung TPPNS dengan jumlah,
penerima. peruntukan dan rvaktu pemLrayaran tertentu yang
dokurnennya disiapkan oleh PPTK.

25, Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang Cigunakanr/Citerbitkan oleh pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
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26. Surat Perintah Pen*airan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Ba<ian Pengeiolaa"n Keuangan dan Aset Daerah Bidang
Perbendaharaan" dan diteruskan ke Kuasa BUD untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

Ketentuan Pasal 2 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2015 tentang Femberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pemberian TPPNS bertujuan untuk :

a" Meningkatkan kesejahteraan PNS, CPNS dan PPPK;

b. Meningkatkan kinerja PNS, CPNS dan PPPK;

c. Mernotivasi FNS, CPNS dan PPPK untuk beke4a lebih giat dan
profesional;

d. Memotivasi PNS, CPNS dan PPPK untuk bekerja rnelampaui beban kerja
normal:

e. lVlemotivasi PNS, CPNS dan PPPK meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat;

f" Memotivasi Pir[S, CPNS <ian PPPK agar memiiiki prestasi kerja yang
tinggi dan inovasi.

Ketentuan Pasal 3 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegau,ai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diubah, sehingga Pasal 3
berbunS;i sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang iingkup pemberian TPPNS diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK di
I ingkun gan Pemerin tah Kabupater: M llrur:g Ra_va.

Ketentuan hr.rruf a, hurui h, huruf c, dal huruf e Pasai 4 yang tertuang
dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2O1B tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Murung Raya diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sehagai berikut :

Pasai 4

PNS, CPNS dan PPPK _tang dapat menerima TPPNS adalah :

a. PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugas sehari-hari di
Perangkat Daerah dan Unit Satuan Keria;

ltr. PNS dan PPPK yang diangkat dan/atau dipindahkan dalam jabatan
struktural dan jabatan fungsional;

3
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c. PNS, CPi\iS dair PPPK yang pintlah tugas airtar Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

d. PNS 3,ang pindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten
Murung Raya setelah 1 (satu) bulan aktif melaksanakan tugas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

e" PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan
-vang dilaksanakan di luar daerah tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari
keqja; dan

f. PNS dan CPNS yang ditugaskan, bekerja dan/atau melaksanakan
orientasi <iari Kementerian Daiam i.iegeri danlatau Pemerintah Provinsi
pada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sepanjang tidak
menerima TPPASN dari instansi asainva.

Ketentuan huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i Pasal 5
diubah dan huruf c Pasal 5 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
3O Tahun 2017 tentang Perutrahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dihapus sehingga Pasal 5
berbun_v-i sehagai berikut :

Pasal 5

PNS, CPNS dan PPPK yang tidak dapat menerima TPPNS adalah :

a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun {MPP};

b. PNS CPNS dan PPPK yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam
danf atau di luar pemerintah Kabupaten Murung Raya;

c- diliapus

d. PNS, CPNS dan PPPK ),ang berstatus terpidana;

e. PNS. CPNS dan PPPK yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara
danfatau cuti besar, cuti bersalin anak ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan
seterusn)'a;

f" PNS, CPNS dan PPPK yan-g tiel-ak masurk ka,ntor tanpa ketera-ngan!a-Lpa
selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus
maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) krulan
beqjalan/ bersangkutan ;

g. PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Beiajar;
h. PNS, CPNS dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak

diberikan TPPNS selama 12 {dua Lrelas) bulanl l tahun; dan
i. PI.IS, CPNS dan PPPK yang diperbaaiukanldipekerjakan/bertugas di

KPU, diangkat sebagai Kepala Desa Definitif dan instansi vertikal.

Ketentuan huruf b, huruf e, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan
huruf i Pasal 6 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pernberian ?an:bahan Fenghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 6
berbunyi $ebagai berikut:

a

5.



Pasal 6

Pemotongan TPPNS dikenakan kepada PNS, CPI,{S dan PPPK apabiia _yangbersangkutan :

a. Tidak masuk ke{a tanpa keterangafl I alpa pada bulan bersangkutan,
dikenakan potongan sebesar 5 olo per hari dari besarnya TPPNS pada
bulan tersebut;

b. PNS CPNS dan PppK -yang yang tidak masuk kerja lebih dari 10
(sepuiuh) hari karena cuti rahunan, sakit yang mendapat surat
ketera,ngan sakit dari dokter: dikenakan patongan sebesar 5 Yo rlari
besarnya TPPNS pada bulan tersebut;

c. PNS, CPNS dan PPPK wanita yang menjalani cuti bersalin anak pertama
dan anak kedua untuk paling lama 3 (tigai bulan dikenakan potongan
seLragai berikut :

1. cuti bersalin bulan pertama sebesar rc "/o dari besarnya TppNS
pada bulan yang bersangkutan;

2. Cuti bersalin bulan kedua sebesar 2O a/o dari Lresarnya TPPNS pada
buian yang bersangkutanl cian

3. Cuti brersalin hrulan ketiga sebesai' 3a "k dai"i b,^sa;nya TPpNS pada
bulan yang bersangkutan"

PNS, CPNS dan PPPK yang prestasi kerjanya dinilai kurang ,i menurun
berdasarkan DP-3/SKP oleh atasann]1-a, TPPNS untuk tahun berikutnya
dipotong sebesar 25 "h dari TPPNS selama 6 (enam) bulan pada tahun
yang bersangkutan;

PNS, CPNS dan PPPK ranpa keterangan yang jelas, tidak mengikuti apel
gabungan, apei hari-hari besar, apei resmi lainn-ya.yang dilaksanakan
oieh Pemerintah Daerah dikenakan potonga"n sebesar 5 7" dari TPPNS
setiap kali tidak meagikuti apel {PNS, CPNS dan PPPK yang ditunjuk
sesuai Surat Tugas);

PNS, CPNS dan PPPK tanpa keterangan yang jeias tidak menghadiri
rapat-rapat resmi dikenakar: p{}tongan sebesar 5 "/o dari besarnya
TPPNS setiap kali tidak menghadiri rapat (PNS, CPNS dan PPPK yang
diundang I ditunjuk sesuai Surat Tugasi;

PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan pendidikan cian peiatihan
Iebih dari 10 {sepuiuh) Hari dikenakan potongan sebesar S yo dari
besarnya TPPNS pada bulan yang bersangkutan;
PNS, CPNS dan PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang
ber'l1'enang riar*g ditetapkan dengan surat keputusan, hukurnan
disiplin ringan dipotong sebesar 25 "/o dari besaffrya TppNS selama
6{enam} bulan pada tahun bersangkutan, dan hukuman disipiin sedang
dipotong sebesar 50 % dari besarnSra TPPNS selama 6 fenam) bulan
pada tahun yang bersangkutan;
PNS, cPi\is cian PPPK yang terlambat masuk ke{a dan puiang kerja
lebih cepat dari ketentuan jam kerja kantor/tidak mengikuti apel pagi
danlatau apel sore di iingkup sKPD masing-masing, TppNS dipotong
sebesar 2 o,t" cari besai"nya TPPNS ]'ang diterima pada bulan
bersangkutan, setiap kali terlambat rnasuk keda kantor dan setiap kali
pulang kerja iebih cepat i Lidak mengikuti apei pagi dan apel sore.

d

e

f.

g

h

1



t Ketentuan huruf a PasaI I yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga pasai
I berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Kriteria pemberian TFFi.iS adalah :

a. TPPNS berdasarkan beban kerja;

h. TPPNS berclasarkan kelangkaan profesi;

c. TPPNS berdasarkan kondisi kerja; dan
d. TPPNS berdasarkan tempat bertugas.

Ketentuan ayat {1} dan a;rat (2} Pasal 9 yar.g tertuang dalam peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di tingkuagan Pemerintah Kabupaten lVlurung Raya,
diubah sehingga- Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

{1} Kriteria pemberian TFPNS sekragairnana dimaksud dalar:r pasal I
huruf a, diberikan kepada PNS, CPNS, dan pppK pejabat
Strukturall Fungsionai / Peiaksana di iingkup SKPD i ijnit Satuan Keq a.

(2i TPPI'{S sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak termasuk pNS,
CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai Dokter Spesialis, Dokter
Umum/Dokter Gigl, Apoteker, Perawat Anastesi dan paramedis yang
bertugas di Unit Pelaksana Teknis RSUD Puruk Cahu/Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat/Unit Pelaksana Teknis Pusat
I{esehatan Masyarakat Pemtrantu, Pejabat Fungsional Auditor, Pejaliat
Fungsional Pengelola Pengadaan BaranglJasa, serta PNS, CpNS, dan
PPPK yang bertugas di kantor Keeamatan Seribu Riam dan Kecamatan
Uut Murung.

(3) Besaran pemberian TtrPNS dimaksud pada ayat {1} diatur sebagaimana
lampiran I Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat {1} Pasal 1O yang tertuang da1am Peraturan Bupati Nomor
1 1 Tahun 20 15 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diubah sehingga
Pasal 1O berbunyi sebagai berikut:

Pasai 1O

(1) Kriteria pemberian TPPNS dimaksud dalam pasai 8 huruf tr, diberikan
kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai Dokter Spesialis,
PejaLrat Fungsional Auclitor dan Pejahat Fungsional Pengelola
Pengadaan BaranglJasa.

tZ) Besaran TPPNS dimaksud pada alrat t1) diatur sebagaimana iampiran II
huruf A Peraturan Bupati ini.

I

I



1U Diantara Pasal 10 dan Fasal 11 yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 20i5 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, disisipkan
1 (satu) pasal yakni Pasal 10a sehingga berbunyi sebagai berikut :

T)^^^l 1r\^ral-tii?.t rrjar-

Fejabat Fungsional Pengeloia Pengadaan Barang/Jasa selain menerirna
TPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Honorarium
Kelompok Keda Pernilihan Pengad.aan Earang/Js.sa sesuai dengan tugas
dan fungsinya yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

11. Ketentuan a]rat {1} Fasal 1L yang tertuang dalarn Feraturan Bupati Noroor
11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegarvai Negeri
Sipil di l-ingkungan Pemei:intah l{abupaten Murung Raya, diubah sehingga
Pasal 11 trerbun,',-i sebagai berikut :

Pasal 11

{.r)

(2) Besaran TPPNS dimaksud pada ayat {1} diatur sebagaimana iampiran II
huruf B Peraturan Bupati ini.

Kriteria pemherian TPPNS dimaksud daiam pasal I huruf c, diherikan
kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang berstatus sebagai tenaga Dokter
Umum/Dokter Gig1, Apoteker, Peraw,at Anastesi dan Faramedis di
lingkup Unit Pelak$ana Teknis RSUD Puruk Cahu.

12.

Pasal

(1) Kriteria pemberian TPPNS dimaksud dalam pasal B huruf d, diberikan
kepaela PNS, CPNS, elan PPPK -vang berstatus sehragai Derkter
Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Perawat Anastesi dan Paramedis yang
bertugas t*Init Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakatrl
IJnit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, serta
PNS, CPNS, dan PPPK yang bertugas di kantor Kecamatan Seribu Riam
dan Kecamatan Uut Murung.

(2) Besaran TPPNS dimaksud pada ayat (1i diatur sebagaimana larnpiran II
huruf C cian hurui D Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 16 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupa.ten Murung Raya, diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 16

Pembayaran TPPNS yang dibebankan pada keuangan daerah dikenakan
potongan Pqiak Penghasilan {PPh} ? 1 yang dihitung berdasarkan jumlah
bruto TPPNS tersebut, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8O Tahun 20LO, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PNS, CPNS, dan PPPK dengan golongan IIld ke bawah tidak dikenakan
paiak;

b. PNS, CPNS, dan PPPK dengan g<rlcngan III dikenakan pAiak sebesar 57o;

c. PNs, CPNS, dan PPPK d.engan golongan IV dikenakan pajak sebesar
157o; dan

d. Atas pemotongan pqiak tersebut Bendahara Pengeluaran masing*
masing SKPD wajib memuat bulqti Pemotongan PPh Pasal 2 L untuk
masing-masing ltrajib Pajak PNS atas pdak yang dipotong dari jumlah
bruto TPPSN tersebut, dengan Format sebagaimana tercantum dalam
lampiran III Peraturan Bupati ini.

l4 Ketentuan Larnpiran I dan Larnpiran Ii sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) peraturan
Bupati N{urung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten
Murung Raya, sebagaimana teiah <iiubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Murung Ralra Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegaw.ai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabr-lpaten Murung Raya diubah dengan lampiran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari zoz1..

Agar setiap CIran,g mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 April 2A2I

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE IIfi. YOSEPH

Diundanel{an di Furuk Cahu
pada tanggal 1 April 2AZt

SEKR TARIS DAERAII
I(ABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HER}IO$

an, KEPI
Ksb. PERI

IHONI KLAB{

Penata
[40N, SH.MH

r{Hd) ./
1101 t 003

BER,ITA DAERAH KJTBUPATEIS MURUI{G RAYA TAHUN 2oi21.ITOMOR 4

.t,t:: i Lr,



SALII[AN TAMPIRAN I
PERATURAI{ BUPATI lTIURUNG RAYA
ITOMOR 4 TAHUN 2O2I
TEIYTANG
PERUBAHAI{ KTEMPA? A?AS PERATURAN
BUPATI I{OIUOR 11 TAHUIT 2015 TEIITANG
PEMBERIAIT ?ANilBAHAIT PEI{GHASILAII
PEGAWAI IITGERI SIPru DI LINGKUI{GAN
PEMERIHTAH KABUPATEN MUR,UITG RAYA.

TPPI{S BERDASARKAN BEBAN KERJA

BUPA?I MURUNG RAYA,

ttd

PEBPI,E [fi- YQSEPH

I{o
Urut Uraian I Jabatan Besarnya TPPNS

.I
-L Pe;abat Stn"rkturai Eselon il.a 19.800.000,o0

2
Pejabat Struktural Eselon II.b
(Asisten Sekretaris Daerah, BAPENDA,
BAPPEDALITBANG

14.800.000,00

J
Pejabat Struktural Eselon II.h
(Kepala Dinas / Badan / Sek'"van I Staf Ahli Bupati) 9"800.000,00

4 Pejabat Strukturai Eselon III.a 4.800.o00,00

i) Pejabat Struktural Eselon IiI.b 3.800.oso,oo

6 Pejabat Struktural Eselon IV.a 3.300.oo0,00

7 Pejabat Struktural Eselon IV"l: 3"050.000,00

B Pejabat Struktural Eseion V 2.300.000,00

I Fungsional/ Pelaksana/PPPK Golongan IV 2.550.000,00

10 Fungsional/ Pelaksanal PPPK Golongan III 2"300.000,00

11 Fungsional/ Pelaksana/PPPK Golongan II 2"000.000,00

1Z Furrgsional/ Peiaksanal PPPK Golongan i 1.800.o00,00



SALINAN TAMPIRAITI fi
PERATURAil BUPATI IVIURUI{G RAYA
I{OMOR 4 TAHUIT 2O2L
TENTAIITG
PERUEAHAII KEEMPAT ATAS PTRATURAN
BUPATI I{(}}ilOR 11 TAI{UH 2015 TEI$?AI{G
PEMBERIAI{ TATVIBAHAII PEIYGTIASILAN
PE&AWAI ilEGERI SIPIL TiI LI$IGKTIHGASS
PEMERINTAH KABUPATEN MURUIYG RAYA.

A. ?PPNS BERDASART{AIT KELAI{GKAAI{ PROTESI {I}OKTER SPESTALTS,
PF^IABAT FUITGSIONAL AUDITOR DAI{ PE IABAT FUNGSIONAT PEI{GELOLA
PE$GADAJTTI BARAI{GI JASA}

B. TPPNS BERDASARKAN KO![DrSr KERJA (DOKTER UMUM/DOKTER GIeIn
APOTEKER, PERAWAT AI{ATESI DAITI PARAMEDIS PADA UNI? PELAKSAI{A
TEKNIS RSUD PURUK CAHUI.

Jahatan

lilo Jabatan Besaran TPPNS Keterangan
1
-L Dokter Spesialis

Golongan IV
Golongan III

Rp.32.3OO.0O0,-
Rp. 29.8OO.OO0,-

Kelangkaan
Profesi

2 Pejabat Fungsional Auditor

Auditor Utama
Auditor Madya
Auditor Muda
Auditor Pertama

Rp. 6.300.OO0
Rp. 5.300.00o
Rn 4 ROO OOO

Rp. 3.800.000

Kelangkaan
Profesi

a
J Pejabat F ungsional Pengelola

Pengadaan Barang /Jasa {PPBJ)

PPBJ Ahli Utama
PPB"] Ahli Madya
PPBJ Ahli Muda
PPBJ Ahli Pertama

Rp.6.300.0O0
Rp. 5.300.000
Rp. 4.800.000
Rp. 3.800.000

Kelangkaan
Profesi

lYo Besaran TPPNS Keterangan
't l-.lnlrfer []mrr- / r\nLfor /-'li-ivrr!q.rri I uurllLi urt)i

Golongan IV
Golongan lli

Rp. 5.550.000,-
Rp. 5.550.000,-

Kondisi
Kerja.

, Apoteker
Golongan IV
Golongan lll

Rp, 4.OOO.OO0,-

Rp. 3"55O.0OO,-
Kondisi
Kerja

3 Perawat Anastesi
Goiongan iV
Golongan III
Golongan il

hr(p. J.JUU.UUU,-

Rp. 2.800.000,-
Rp. 2.3OO.OOO,-

Kondisi
Ket3'a

4
5

6

Para Medis Golongan IV
Para Medis Golongan III
Para Medis Golongan II

Rp. 3.O00.O00,r
Rp. 2.400.000,-
Rp. 2.?00.000,-

Kondisi
Kerja



c. TPPIYS BERDASART{A$ ?ElIrpJt? BERTUGAS {DOK"ER UIWUST/DOKTER cIGr,
APOTEKER, DAN PARAMEDIS PADA UNIT PELAKSAITA TTKNIS PUSKESMAS
DAIT UNIT PELAKSAITA TETTI'IIS PUSKESMAS PEMBAIITTU}

NO KECAMATAN DESA .IAEATAN GOL
BESARAT{
TPPASN

tRpl
KEC.MURUIIG 1. PURUK CAHU DOKTER

UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKEF,

IV
IU

iv
IiI
iI

IV
III

6.550.000,-
5.550.OOO,-

3.000.000,-
2.400.o00,-
2.200.000,-

4.000.ooo,-
3.550.000,-

2 MU

l:i

1V
IiI

IV
iil
IT
ll

IV
III

3.O00.000,-
2.400.000,-
2.200.ooo,-

a
J

PARAMEDIS

APOTEKER

T\ /1V

TI

IV
UI
il

IV
III

3.OO0.OOO,-
2"400.000,-
2.200.000,-

4 KELURAHAN
PURUK CAHU
SEBERANG

DOKTER
UMUM /
NNIlTE'I?g vt\ r ua\

GiGI

PARAMEDIS

APOTEKER

ry
III

iV
III
II

IV
III

6.550"000,-
5.550.O00,-

3.000.000,-
2.400.ooo,-
2,200.000,-

4.OOO.OOO,-
3.550.OOO,-

GIGI

1



5. JUKING PAJANG DOKTER
UMUM /
DOKTER
GISI

PARAMEDIS

ru
IU

IV
III
II

IV
iII

3.000"000,-
2.400"000,-
2.200.000,-

iv
iII

IV
iII
II

IV
II1

3.000.000,-
2.400.000,-
2"200.ooo,-

7. BAHITOM DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APCITEKER

IV
ilI

IV
ilI
iI

IV
Iii

3.OOO.OOO,*

2.400.o00,-
2.200.0o0,-

APOTEKER

6, DANAIJ USUNG DOKTER
UMUM /
DOKTER
r1TrfT

PARAIVIEDlS



8. MUARA JAAN lJt_,,I1. t -Lt(
UMUM /
DOKTER
GIGI

NANAAtrNNTfirttr\.rl.lvl f.l-Jr i)

APOTEKER

IV
iiI

II IIV
iII
ll

IV
TII
tl L

3.200.00c,-
2.400.000,-
2.200.000,-

9, M{-I496 UNTIJ DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

IV
III

I\ ,I

III
II

IV
ITT
lll

3.OOO.OOO,-
2.400.000,-
2.200.000,-

10. IV
III

iV
ilI
II

IV
III

3.300.000,-
2.90CI.O00,-
2.700.000,-

IL. MANGKAHUI DOKTER
UMUI\,{ /
DOKTER
(rltrl

PARAMEDIS

APOTEKER

iV
TTT
1L7

IV
rII
II

iV
il1

6.550.000,-
5.550.0OO,-

3.000.000,-
2.400.000,-
2.200.000,-

4.000.o00,-
3.550"O00,-

ffii
1



12. BA?U PUTIH iJut\ i tlK
UMUM /
DOKTER
GlGi

T.lANAIfNT\T'If"faf\flivt.C/LJl rf

APOTEKER

IV
ilI

I\ /

TI
iI

IV
ITT
-t 1l

3"300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

I n arat tA *irIJ. IVIII.LAD1I.I\ DOKTER
UMUM /
DOKTER
Liltit

PARAMEDIS

iV
iii

IV
III
1I

IV
m

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

14. IV
lll

IV
iii
il

I\/
IiI

3.300.000,-
2.900.oo0,-
2.700.000,-

15. PENYANG DOKTER
UMUM I
DCIKTER
GIGI

PARAMtrDIS

APOTEKER

I\/
iII

iV
III
II

IV
IiI

3.300.000,-
2.900.o00,-
2.700.000,-

APOTEKER

DIRUNG

ru

DOKTER
T TA rT tl f IulvruM /
DOKTER
GiGI



Z ILILU.LAUIILi
?UHUP

I. lVlU/lt(A LAUI\tr I uuh.l tlf(
UMUM /
DOKTER
GIGI

ninaatrnnrG
l*f1fi.-6,M'f/IJirj

APOTEKER

iv
Iii

T\T
1V

III
tl

IV
TTT

6.550.00CI,-
5.550.O00,-

.]} .\r\r\ r\r\r\\) . (.r\J\-r. \-,/ \.,\-,1, -
2.400.000,-
't-'zuu.vuu,-

4.000.000,-
3.550.000,-

2. MUARA LAUNG II DOKTER
UMUM /
t_Jultlt t(
GIGI

DIS

IV
III

IV
III
II

iV
IIi

6.550.000,-
5.550.OOO,-

3.000"000,-
2.400.000,-
2.20o.ooo,-

4.000.000,-
3.550.000,-

IV

m

iV
il1
II

IV
III

3.O0O.O0O,-
2.400.000,-
2.200.000,-

4. NARUI DOKTER
UMUM /
DOKTER
GISI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
IlI

IV
iii
iI

IV
III

5.800.000,-
4.150.000,-
3.950.000,-

5. PELACI DOKTER
UMUM /
DOK?ER
trlL-rl

w
m

h.k

,J.

W

nn rrmmnl-lL-rlt f .EJl(

UMUM /
DOKTBR
GiGI

PARAMEDiS

APOTEKER



nanl*trnnlnr.fl.}(AtVI.LlJIJ

APOTEKER

Tt IIV
iIi
1I

IV
IITlrl

3.200.000,-
2.900.000,-
2.?00.000,-

6. BATU BUA i DOKTER
UMUM /
DOKTER
r\ ITT T
Lll\l_L

n^ n r r.'niar^I-AKATVII,IJIS

APOTEKtrR

iv
III

IV
IU
iI

IV
iII

6.800.000,-
5.800.000,-

A 6nA nnnJ.JUU.UUUT-
2"90O.00O,-
2.700.o00,-

4.300.000,-
3.800.0CIo,-

17
I IV

TlTtl t

IV
III
II

I\/
iiI

6.800.000,-
5.800.000,-

3.300.000,-
2.900.o00,-
2.700.000,-

4 3nO OOO -
3.8O0.000,-

B.
BC

PARAMEDIS

APOTEKER

iV
III

IV
Iii
ilta

IV
III

5.800.000,-
4" 150.000,-
3.950.000,-

DOKTER
TTATTTI' /u1vruIvl /
DOKTER
GIGi

PARAMEDIS

DOKTER
UMUM I
NNIZTEAE).U va\ a !l\

GiGI



9" EERAS BELANGE lJUt\t tlK
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAh{EDIS

AFOTEKER

lv
III

T\Ilv

III
ii

T\/
TTI
itl

at n/\n /\nnJ.(,\,'\,'.tJ\,'1J,-
2.400.000,-
2.200.0CI0,-

10. TAHUJAN LAUNG DOKTER
UMUM /
l-,r.JlLl _Lt(

GIGI

S

IV
m

iV
III
rTll

IV
IIi

3.300.o00,r
2.900.000,-
2.?OO.OOO,-

11

KER

IV
iII

IV
m
IT

ru
IIi

3.600.000,-
3.400.000,-
1 CnO nnn _vr4vv.vvvt

T2. DIRUNG PINANG DOKTER
UMUM I
DOKTER
GIGl

PARAMEDIS

At'u r ulttlt{

IV
III

IV
IIi
II

IV
III

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.oo0,-

APOTEKER



rJ. lJll(ul\Li t"ut\t_ru urjhl -E t(
UMUM /
DOKTER
GIGI

ninittnnr(\
-t-AI\-a\-l: fr1-rtr)

APOTEKER

iV
m

T\ TIV

iII
ii

IV
IIT

3.300.0o0,-
2.900.000,*
2.700.000,-

14. BIHA DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

IS

IV
IIi

IV
Iil
TTl1

IV
III

3.300.00o,-
2.900.000,-
?.700.000,-

15.

KER

IV
III

IV
III
II

IV
III

A 
^^^ ^^^J.JUU.UUU.-

2.eoo.ooo;-
2.700.000,-

16. TUMBANG BANA DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
IiI

iv
IlI
iI

ru
IiI

5.BOO.OOO,-
4.150.0O0,-
3.950.000,-



I I . IV1UAKA lVlAKU WI't
I

nntT4rnIJIJII I -t,T(

UMUM /
DOKTSR
GIGI

ninaarnnrffrrLr\ttlvtrrIJl D

APOTEKER

lv
III

r\ /tv
ilI
ii

IV
TTT
-t 1i

3.300.o00,-
2.900.000,-
2.700.000,-

I8. fuIUARA IVIARUWEI
lt

DOKTER
UMUM I
DOKTER
LilLit

PARAMEDIS

IV
iII

IV
III
II

IV
ilI

3.300"000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

rv. 1V

III

iV
III
Ii

iV
m

3.300.0oo,-
2.900.000,-
2.700.oo0,-

24. LAKUTAN DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
ilI

IV
III
II

IV
ilt

3.30CI.OO0,-
2.900,000,-
2.700.000,-

APOTEKER

Mffi
APOTEKER



2 l. l\Ar,,l\l\Lr
DOHUNG

tJIJlT I ]L](
UMUM /
DOKTER
GIGI

nAnittrnnT(\r.1-t\.tlivt-C,'Lrl r)

AFOTEKER

1V

ili

TtrIV
III
tI

IV
TIIt !.4

6.300.000,-
4.650.000,-
4.450"000,-

22. BERALANG DOKTER
UMUM /
lJUt( t'E;i<

GIGI

IS

IV
m

IV
III
I'I1

IV
ilI

6.300.0o0,-
4.650.000,-
4.450-GOO,-

23
TO

APOTEKER

I\,/

III

1V

III
II

IV
UI

6.300.o00,-
4.650.000,-
4.450.000,-

24, TUMBANG
BAHAN

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
m

IV
III
il

IV
III

3.000.000,-
2.400.000,-
t.zvv.vuu)-

ffi



25. MUARA TUHUP u(Jltl _r-I<

UMUM /
DOKTER
GIGi

T'IAT.)ilrnnrn
r11r\-t1..tvtrr_L_rr L)

APOTEKER

rt 7lv
IU

rI IIV
iII
lt

IV
TTTrti

3.000.000,-
2.400.000,-
2.200.000,-

26. BATU KARANG DOKTER
UMUM /
DCIKTER
GIGI

iv
ili

IV
III
II

IV
III

3.600.000,-
3.400.ooo,-
3.200.0oo,-

J KEC.BARITO
TUHUP RAYA

1 T! !IV
III

iV
iII
II

IV
III

6.800.000,*
5.800.000,-

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

4.3OO.000,-
3.800.CI00,-

2. BUMBAN TUHUP DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
III

IV
III
II

iV
rii

3.300.00CI,-
2.900.000,-
2.700.000,-

PARAMEDIS

MAKUNJUNG nn Ta6rh
-IJL-,,I\ I ,E,I(

APOTEKER



J. UIN IA IJ,UUIIViAI\ uut1.tt t(
UMUM /
DOK?ER
GIGI

nAnatrnnInI-ilfi.fllVtf;IJ-tr)

APOTEKER

IV
III

IV
III
It

IV
TTT
llt

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.CI00,-

A ATATTNTI +, I1.L,,|I1LJI\U DOKTER
UMUM /
DOKTER
til(it

PAITAMEDTS

IV
TI

iV
III
II

IV
III

3.600.000,-
3"400.000,-
3.200.000,-

IV
iit

IV
iii
II

IV
IiI

3.600.ooo,-
J.1+UU.UUU,-
3.200.000,-

6. LIANG NYALING DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

ry
III

IV
Iii
I1

iV
iti

4.800.000,-
3.900.oo0,-
3.700.oo0,-

7, TUMBANG BAUH DOKTER
UMUM 1
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

IV
IiI

iV 3.600.000,-

5" DiRUNG
A NANTTNIAJAKf\ r(LJ I\LI

APOTEKER



APOTEKER

til
il

ru
ilI

3.400.000,-
3.200.000,-

8. TUMBANG
MASALO

DOKTER
UMUM i
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
iiI

IV
llt
T

iV
III

4"800.000,-
3.900.000,-
3.700.000,-

9. IV
III

I\/
IiI
Ii

IV
T]T

4.800,000,,
3.900.000,-
3.700.000,-

10.

APOTEKER

S

IY
III

iV
iil
II

IV
ilI

3.600.000,-
3.400.ooo,-
3.2OO.000,-

11, TUMBANG BALOI DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
iII

IV
ltt
]I

IV
IIl

5.800.o00,-
4.150.OO0,-
3.950"000,-

#



+ KEC.TANAH
SIANG SELATAIY

1. DIRUNG LINGKIN DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER
Mffi
dffiffi,k

Iv
m

IV
IE
II

ry
IlI

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

4.300.oo0,-
3.800.000,-

2 IV
rrTIII

IV
TITrll
ll

ry
IiI

3.O00"000,-
2.400.ooo,-
2.200.000,-

.)
J. DOKTER

UMUM /
DOKTER
GIGI

PARA&{EDIS

APOTEKER

IV
III

T\/

IiI
'I11

iv
IiI

6.800.000,-
5.800.oo0,-

2 2nn nnn _v.VVV.VVV,

2.900.000,-
2.700.0o0,-

4"300.00o,-
3"800.o00,-

TAHUJAN ONTU

W
DATAH KOTOU



+. LJt(tLr\ tr lJt-lt\ I t t(
UMUM /
DOKTER
GIGI

nAn^ttrnnrG
I- flr\fllYlfJL-rti)

APOTEKER

IV
III

T\ I
1V

III
ii

IV
TTT
t-t -a

3"300.000,-
2.900.000,-
2.7CI0.000,-

-nrtYrraTrY^aitC.\JLUI\(.r .t-lANAI\LJAI\
.n 

^tr.Eh.nIJ(JTI' T I:,I(
UMUM I
DOKTER
GiGi

PARAMEDIS

IV
ili

IV
III
II

IV
IIi

3"300.000,-
2.900.0oo,-
2.700.000,^

5 IV
TTTllr

iV
iii
II

IV
IIi

3.300.o00,-
2.900.000,-
2.700.000,-

6. PURUK KAIVIBANG DOKTER
UMUM I
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

ru
m

IV
III
i1

IV
m

3.300.000,-
2.900.ooo,-
2.700.000,-

OLUNG MURO DOKTER

A I T}TE-I'E"I)



1. S11.Kli',(Jt DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

nAnAarnnTdr.al-\-a1lvir, iJti]

APOTEKER

1V

ilI

I\I
1V

III
ii

IV
TTTrat

. AAA AAAo.(,uu.uuu,-
5.800.ooo,-

3.300.000,-
2.900.000,-
2.70CI.000,-

4.300.000,-
3.800.00c,-

2. TINO TALIH DOKTER
UMUM /
TJUTII'Ut<
GIGI

IS

IV
III

iV
III
TTll

IV
ilI

3.300.000,-
2.900.000,-
2.70S.GOO,-

a\) IV
iiI

IV
III
TT

IV
III

3"000.000,-
2.400.000,-
?.200.o00,-

rc KEC.TAIYAH
SIANG

4. KONUT DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGl

PARAMEDIS

At'Utt l\t t<

ru
III

IV
IIi
II

tV
UI

6.800.000,-
5.800.000,-

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.o00,-

4.300.OO0,-
3.800.000,-

rc



5. BELAWA}\i 1JIJI1. I -[,}(
UMUM /
DOKTER
GIGi

T-llnaltrnnr^rf1'r\f\lv.t.[/lJlD

APOTEKER

tv
UI

Trrtv
iII
ii

IV
I]Ilal

3.300.000,-
2.900"000,-
2.700.000,-

6. MANGKOLISOI DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

IV
IIl

iV
ilI
ITtl

IV
iII

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

7 IV
m

IV
III
iI

iV
III

3.300.000,-
2"90O.O0O,-
c 7^fi ono *
-., 

vurvvv,

8. OLUNG OLU DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

a hamr!-r5n.f}f(J t .E/tt.-frt(

ru
IlI

IV
UI
II

IV
IIi

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

ffi PARAMEDIS

APOTEKER

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER



Y. IVIAI\ I I/I I TAJ(I U(Jl\ I tLK
UMUM /
DOKTER
GIGi

T1 ArlAn/rr:\Y\TCr
I- f1.-t\-a1.lvllilJlL)

APOTEKER

IV
iII

T\ /IV
III
iI

IV
TIIti r

3.600.000,-
3.400.000,-
J.ZUU.UUU,-

10" KOLAM DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

IS

IV
IiI

IV
iII
TTII

IV
III

3.600,000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

11.

KER

IV
UI

IV
NI
IT

IV
III

3"600.000,-
3.400.000,-
3.?00.o00,-

l2.OLUNG SOLOI DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

ry
ilI

IV
ilI
ll

ru
iII

4.8CI0.000,-
3.900.000,-
3.70O.000,-

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDISW



i3.TUMBANG BALO 11nrTmhlJtjll'lt K
UMUM I
DOKTER
GIGI

rtaDAtrFnr-rrt.r\f1.lvtrrLJli}

APO?EKER

IV
ilI

I\ 7IV

ilI
iI

IV
TTIiit

4.300.000,-
3.650.O00,-
3.450.000,-

14"TOKUNG DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGi

S

TV

III

IV
III
II

IV
III

4.800.000,-
3.900.000,-
3.700.000,-

15 IY
IiI

IV
III
II

IV
III

J.OUU.UUU,-
3"400"000,-
3.200.o00,-

16.DUAN ARONG DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

iV
III

iV
ilI
II

IV
III

3.600.o00,-
3.400.000,-
3.200.000,-

l7.OLONG DOJO DOKTER
UMUM /
DOKTER
Lirl(rt

Iv
ilI

M

DOKTER
UMUM /
DOKTER



hahalrnlarnrfll(ftlvl_LlJtb

APOTEKER

iV
IiI
II

IV
ITTttl

J.OUU.UUU,-
3.400.000,-
3.200.000,-

lS.MAHAYAN DOKTER
UMUM /
DOK?ER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
III

IV
III
ii

IV
IiI

3.600.o00,-
3.400.000,-
3.200.000,-

IV
III

IV
iII
II

iV
m

3.600.000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

20. I rortnn
UMUM I
DOKTER
GiGI

PARAMEDIS

AFOTEKER

IV
Iit

IV
iII
II

IV
IiI

3.600.000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

l9,CANGKANG

M
.;m'#



21.DIRUNG BAKUNG nntT6rn_lJut\ I t1,r(

UMUM /
DOKTER
GIGI

r-l T.}lfIttrnnIflrflI\tl'wl-Erl-rtl)

APOTEKER

IV
iII

rttlv
III
ii

IY
}II
llt

3.600.0c0,-
3.400.000,-
3.200.o00,-

22.PURUK BATU DOKTER
UMUM I
DOKTER

iV
ilI

III

ili
II

IV
rlrllt

3.3OO.OOO,-
2.900.000,-
2.700.000,-

23.O

APOTEKER

iV
iil

T\/

IiI
II

IV
NI

3.300.ooo,-
2.900.000,-
2.700.000,-

24.OLONG NANGO DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
lII

iV
III
ll

Iv
iII

3.000.000,-
2.400.000,-
2.200.000,-

APOTEKER

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PAR{MEDIS



z5.NONO KLIWON LJ(JI\ T iT,-K

UMUM /
DOKTER
GIGI

rrlnltrnnrnfnft.lltYl"C/IJtr}

APOTEKER

lv
UI

T\ Itv
iII
iI

IV
ITI
la I

6.300.000,-
4.650.000,-
4.450.0O0,-

26.OSOM TOMPOK DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

IS

iV
iII

ru
IiI
TTtl

IV
III

3.600.000,-
3.400.000,-
c r)r\r\ r\r\/\J..Z\.JLJ. utru. -

27

KER

IV
IIi

iV
III
iI

IV
III

3"300.000,-
2.900.000,-
2.700.ooo,-

6 KEC.SUI{GAI
BABUAT

I.TUMBANG BANTIAN DOK?ER
UMUM I
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
III

IV
IlI
II

iv
III

7.050.000,-
6.050.000,-

3.500.000,-
3.400.000,-
3.200.ooo,-

4.300.000,-
3.800.00o,-

APOTEKER

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

ffi



z.llAtu ivilKAU nn rrmrnlJ\Jl\ I U,l(
UMUM I
DOKTER
GIGi

T'!ADA1\'T]1T\TCTr fll\fi rVl f! u r r)

APOTEKER

IV
IIi

Tt rlv
III
ii

IV
TTT
t1i

3.60C.000,-
3.400.000,-
J.ZUU.UUU.-

^ 
dalrnnTtTarJ. I f\IVIIJI]/I,U lVI DOKTER

UMUM /
DOK?ER
LiILiI

PARAMEDIS

IV
III

IV
III
il

iV
III

3.600.000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

+ IV
III

IV
III
iI

IV
m

3.600.o0o,-
3.400.000,-
3.200.000,-

S.TUMBANG APAT DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APO?EKER

IV
Iil

iv
IIi
II

IV
Hi

3.600.o00,-
3.400.000,-
3.200.000,-

W6

n, TrmnnIJLJIf 'LI(

Mtr



O.IUtvluAl\Lr lt.uLul\ ]JTJI1'I I1,I(

UMUM /
DCIKTER
GIGI

PARAMtrDIS

APOTEKER

Iv
m

TI 7IV
m
II

ry
ITT
lll

/', rf\r\ /\/\f\J.u\_ru - I.,,l' t_,.-

3.4oo.ooo;-
3.200.000,-

7 KEC.PERMATA
IIYTAN

I.TUMBANG LAHUNG DOKTER
UMUM /
IJUKI'I'K
GIGI

IS

m
ru

ru
NI
rTI-l

ru
UI

6.800.000,-
5.800.000,-

3.300.000,-
2.900"000,-
2.700.000,-

4.300.000,-
3.800.000,-

2.MU ry
m

ru
ilI
u

ru
ilI

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

3.PURNAMA DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
m

ru
III
il

ru
m

3.300"000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

APOTEKER

APOTEKER



IV
u

ry
u
II

ry
rrT
.tII

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

+.IVIUAI(A IJA]JUAT DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDiS

APOTEKER

3.300.000,-
2.900.000,-
2.7OO.OOO,-

DOKTER
UMUM I
DOKTER
GIGI

IV
ilI

IV
ilI
fi

IV
ilI

S.JUKING SOPAN

3.300"000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

w
m

IV
m
u

IV
ru

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

DOKTER
UMUM I
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTE}(ER

ff
m

IV
m
il

IV
m

T.PANTAI LAGA

6.BARATU DOKTER

APOTBKER



S.SUNGAI LOBANG IJUII.I I:/I(
UMUM /
DCIKTER
GIGI

nAnAtfrnl(\ff1'r\fUvlfJL,rlD

APOTEKER

IV
III

T\ 7lv

iII
ii

IV
IIT
Ll l

3.600.000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

g.SUNGAI BATANG DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

IS

IV
m

IV
III
iI

IV
III

3.600.000,-
3.400.000,-
3.2OO.OOO,-

IV
iII

iV
IiI
II

IV
III

3.600"000,-
3.400.000,-
3.200.0oo,-

11.SUNGAI BAKANON DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APU l'IjI1.TItt

IV
iIi

IV
iII
Ii

IV
III

3.600.0O0,-
3.400.000,-
3.200.o00,-

lO.SUNGAI GULA

APOT'EKER



IZ. LU lvlt At\Lr SALIU IJUII.I$K
UMUM /
DOI{TER
GIGI

nlnnf,trrnTfl
f ft{\ftlvt I/lJL i}

APCTEKER

IV
m

ry
UI
II

IV
ITTrl.r

3.600.000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

B KEC.SERIBU
R.IAM

I.MUARA JOLOI I DOKTER
UMUM i
DOKTER
GIGI

iV
iii

iV
III
il

IV
III

7.300.000,-
6.300.000,-

4.300.000,-
3.650.O0O,-
3.450.000,-

4.800"000,-
4.300.000,-

2.MU

APOTEKER

ru
u

IV
UI
II

ru
m

7.300.000,-
6.300.000,-

4.300.000,-
3.650.O00,-
3.450.000,-

3.TAKAJUNG DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGi

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
IiI

IV
m
II

IV
IIi

6.800.000,-
5.150.000,-
4.950.O00,-

APOTEKER

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGi



+.TAI(ANAU DOKTER
UMUM /
DOKTEH
GIGI

NANAf,'NNTGrd-r\.t!'-wi_c, rJr.i)

APOTEKER

1V

ilI

TTI

iII
ii

IV
iTIara

4.300.000,-
3.650.000,-
3.450.000,-

s.TUMBANG JOJANG DOKTER
UMUM /
DOKTER
Gi$I

PARAMEDIS

IV
m

IV
fiI
iI

IIJ
III

6.800.000,-
5.150.000,-
4.950.000,-

6 iV
lll

IV
IIi
II

I\/
m

6.800.000,-
5.150.000,-
4.950.000,-

T.TUMBANG TOHAN DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
lII

iV
TITIII

iI

ry
III

6.800.000,-
tr 1 Er\ r'\nr\J" _L Jt_r.\rt".. \-r.-

4.eso.ooo;-

APOTEKER



Y lrEa 
^t?t-hGhttt rn.DulYlttM(

BARITO
1. I UNUJAT\LI IIUI\ I I I\nrT6rhIJ(JI\ I -E/I(

uMUr!{ /
DCIKTER
GIGI

nAn^arnnrc\rAI\/|tlvl f-t ,,Irl

APOTEKER

TV

ilI

I\ Itv
iII
1l

IY
TIIala

6.800.000,-
5.800.oo0,-

3.300.000,-
2"900.000,-
2.700.000,-

4.300.000,-
3.8O0.000,-

2.KALAPEH BARU DOKTER
UMUM /
DOKTER
GI*I

IS

ff
m

IV
III
IIll

IV
III

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.0oo,-

J ru
UI

ru
ilI
II

ru
m

3.300.0o0,-
2.900.000,-
2.70G.000,-

4.BATU MAKAP DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

f, n^frnrrnnAr\J I lri\.t t(

iV
III

IV
IIi
T

IV
III

3.300.000,-
2.900.000,-
2.700.000,-

nn r/6nnLJ(JI\ I I,I(



5. OLONG LIKO
.nn TTnnr.u(Jt\l -ErI(

UMUM /
DOKTER
GIGI

ninAatrnnTfr
i- .t].l\iLivt-f/lJ1')

APOTEKER

1V

III

TI7tv
IiI
ii

IV
TTTlrt

4.30C.0C0,-
3.650.000,-
3.4sCI.000,-

6.TUMBANG MOLUT DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

iV
u

IV
III
TTIt

IV
III

4.300.000,-
3.650.000,-
3.450.O00,-

TI 1IV
IIi

iV
iII
II

IV
TI

4.300.s00,-
3.650.000,-
3.450.000,-

I

DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
iII

iv
iII
il

IV
lii

4.300.000,-
3.650.000,-
3.450.000,-

8.LAAS BARU

ffi
PARAMEDIS

APOTEKER



a d!rlrnAlrn mTAtrY, LU IVII]AI\U I UAl\ DOKTER
UMUM /
IJOKTER
GiGI

PARAMEDIS

APOTEKER

1V

iII

rf rIV

III
u

IV
TTTlrl

4.300.000,-
3.650.000,-
3.450.000,-

ru. ?tEA ?ttraI1.IAU.UU I
MURUTG

i.TUMBANG OLOhTG I nAtt6hhlJ(Jl{.1I1.t<
UMUM /
DOKTER
LiILiI

PARAMEDIS

AT 
'IV

III

IV
III
II

iv
III

7.050,000,-
6.050.000,-

3.600.000,-
3.400.000,-
3.200.000,-

4.800.000,-
4.300.000,-

2 TrrIV
III

iV
III
II

iV
NI

7"O50.OOO,-
6.050.00o,-

3.600.ooo,-
3.400.000,-
3.200.000,-

4.800.o00,-
4.300.0oCI,-

3.KALASIN DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMEDIS

APOTEKER

IV
III

iV
IIT

u

iv
iII

6.800.000,-
4.650.O00,-
4.450.000,-

nn tzmnntrt.rr\ I E r(

UMUM I
DOKTER
GIGl

PARAiv{EDiS



4-TUIdtsANG JOJANG DOKTER
UMUM /
TOKTER
GIGI

nanaltrnnrcf.nr\fl-LfrulJ

APOTEKER

lv
ilI

Trrtv
iII
iI

IY
TIT
llt

6.800.00c,-
5.150.000,-
4.950.000,-

r ml rMn i rTnJ. I U IVIIJAT\L] I (JTUi) DOKTER
UMUM /
DOKTER
GIGI

PARAMtrDIS

iV
IIi

IV
iII
II

iV
IiI

7.300.000,-
5.650.000,-
5.450.000,-

No Urut Uraian / Jabatan Besarnya TPPIUS

1 Pejahat S 5.800.000.0o

2 Pejabat Struktural i."1i'; 5.300.000,00

3 Pejabat Struktural Eselon IV"a 4.800.ooo,o0

4 Pejabat Struktural Eselon IV.b 4.300.000,00

5 Fungsional/ Pelaksana/ PPPK Golongan IV 3.800.000,00

C
{J Pungsional/ Felaksana/ PPPK Golongan III 3.300.000,00

I Fungsional/ Pelaksanal PPPK Golongan Ii 2.800.000,00

8 Fungsional/ Pelaksanal PPPK Golongan I 2.300.000,00
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